PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI

Oleh:

Hidayatul Ayu Safitri
NIM. 05020421041

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya

2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Hidayatul Ayu Safitri

NIM . 05020421041

Fakultas/Prodi . Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul . Penegakan Hukum  Terhadap Pelanggaran

Peraturan Daerah Oleh PPNS Satpol PP Perspektif
Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasu Di Kabupaten
Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,

NIM. 05020421041

iii



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama . Hidayatul Ayu Safitri
NIM. 05020421041
Judul . Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan

Daerah Oleh PPNS Satpol PP Perspektif Maslahah
Al-Mursalah (Studi Kasus Di Kabupaten Kediri)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta

disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqgasah.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Pembimbing,

%‘%

Dr. Lutfil Ansori, S. H
NIP. 198311132015031001

iv



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Hidayatul Ayu Safitri
NIM. : 05020421041

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 September 2025, dan
dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana

strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji Penguji 11

[
Dr. Lutfil Ansori, M. H. Prof. Hj. Pr. Nur Lailatul Musyafa'ah. Le., M.Ag.
NIP. 19831113201503/001 NIP. 197904162006042002
Penguji I11 Penguji IV
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum. Zainatul Ilmiyah, M. H.
NIP. 197107192005011003 NIP. 199302152020122020

Surabaya, 19 Oktober 2025
Mengesahkan,
kultas Syariah dan Hukum

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

[/q KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

\bJJ PERPUSTAKAAN

UIN SUNAN AMPEL JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

RABAYA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Hidayatul Ayu Safitri

NIM 105029421041

Fakultas/Jurusan : FSH/HTN

E-mail address : hidayatulsafitri1307@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
\AZ Sekripsi [ Tesis L1 Desertasi [0 Lain-lain (c..oooeveviniiie . )

yang berjudul :

Penegakkan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja
Terhadap Pelanggaran Peraturan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Kabupaten Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Oktober 2025

Penulis

(Hidayatul Ayu Safitri)



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Kabupaten Kediri)”. Pelanggaran hukum
yang terjadi di Kabupaten kediri cukup banyak dan memerlukan perhatian khusus
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat
penegak hukum daerah. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menekan terjadinya
pelanggaran Peraturan Daerah yang lebih luas. Kabupaten Kediri mencatatkan
terdapat 1623 kasus pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2023. Pada temuan
dilapangan ditemukan terdapat 3 (tiga) faktor permasalahan, yaitu kurangnya
anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, aturan hukum
yang kurang kuat dalam memberikan sanksi, dan faktor pola hidup masyakat.
Berdasarkan permasalah di Kabupaten Kediri maka disusun 2 (dua) rumusan
masalah. Pertama, bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di
Kabupaten Kediri. Kedua, Bagaimana Perspektif maslahah mursalah dalam
penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi lapangan dan wawancara kepada anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis
data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dilapangan kemudian dikaitkan dengan
hasil penelusuran literatur yang kemudian dideskripsikan dalam paparan yang
sistematis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan
pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan Peraturan
tersebut secara spesifik tidak memberikan dampak kepada penurunan pelanggaran
peraturan daerah, sehingga ditemukan kendala, yaitu kurangnya anggota Penyidik
Pegawai Negeri; Sipil Satuan Polisi Pamong « Praja.. Permasalahan tersebut
memberikan dampak kurang optimalnya proses penanganna Peraturan Daerah dan
keikutsertaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik dalam proses
penyidikan. Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penambahan
anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga Penangan Pelanggaran Peraturan
Daerah yang terjadi dapat ditekan dengan baik.
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